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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan sengketa hutang piutang yang berakhir dengan kepailitan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kreditur Dan Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan
Dalam sengketa hutang piutang yang berakhir dengan kepailitan, hubungan antara kreditur dan debitur diatur berdasarkan prinsip keadilan dalam perjanjian utang. Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan hak perdatanya untuk mengelola asetnya, yang selanjutnya dialihkan kepada kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pembagian harta pailit. Sementara itu, kreditur memiliki hak untuk mengajukan tagihan atas piutang yang belum dilunasi, namun harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Sanksi Hukum Bagi Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan
 PAGE   \* MERGEFORMAT 85




Debitur yang terbukti lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan utangnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sanksi yang diberikan dapat berupa pembatasan hak perdata, 
1

tanggung jawab pidana apabila ditemukan indikasi perbuatan curang (fraudulent bankruptcy), serta kemungkinan dikenakannya tindakan hukum tambahan seperti gugatan perdata oleh kreditur. Di Kota Medan, penerapan sanksi bagi debitur pailit dilakukan melalui mekanisme pengadilan niaga, di mana hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang melibatkan kepentingan kreditur, debitur, dan pihak terkait lainnya.
3. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Kreditur dalam kepailitan mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perlindungan tersebut meliputi hak untuk mengajukan tagihan piutang dalam proses kepailitan, partisipasi dalam rapat kreditur untuk menentukan langkah penyelesaian utang, serta mekanisme hukum untuk menolak atau menggugat hasil pembagian harta pailit jika dianggap tidak adil. Selain itu, kreditur juga berhak mendapatkan kepastian hukum terkait pembagian aset pailit sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas berdasarkan urutan prioritas dalam pembagian harta pailit.
Dengan demikian, dalam sengketa hutang piutang yang berakhir dengan kepailitan, terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur kedudukan kreditur dan debitur, pemberian sanksi bagi debitur yang lalai, serta perlindungan hukum bagi kreditur agar hak-haknya tetap terjamin. Keberadaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjadi dasar utama dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.
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1. Manfaat akademis
Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan juga mampu dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkanya dalam tahap lebih lanjut.
2. Manfaat teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata. 
3. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.
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